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ABSTRAK 

Endah Dewi Nurhayati: NIM 2007/84597. Pelaksanaan Pemekaran Kawasan 

Transmigrasi Menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran kawasan 

Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut 

Kabupaten Pesisir Selatan. Masalah difokuskan kepada pelaksanan Kota Terpadu 

Mandiri yang meliputi faktor penyebab tidak terlaksannaya pembangunan Kota 

Terpadu mandiri (KTM) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi 

kendala dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM). 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif, penelitian ini hanya  membuat deskripsi, gambaran tentang keadaan 

sebagaimana adanya. Lokasi penelitian ini di kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir 

Selatan. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposif sampling dan 

yang menjadi informan adalah Camat, Wali Nagari, Kepala Kelompok kerja 

(POKJA), kepala Tim Pelaksana Lapamgan, tokoh masyarakat serta masyarakat 

yang dianggap mengetahui tentang pemekaran Kota Terpadu Mandiri di 

Kecamatan Silaut. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. 

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Teknik menguji keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan,triangulasi, pemeriksaan teman sejawat. Teknis analisis 

data melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data,dan pengambilan 

kesimpulan. 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Kawasan Transmigrasi 

menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut merupakan 

implementasi dari pengembangan kawasan transmigrasi,dan terbentukya Kota 

terpadu Mandiri adalah dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan DPRD 

kemudian dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi serta lolos seleksi dari tim 

Pemerintah. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor yaitu dari pihak pemrintah yaitu 

(1) kurangnya biaya operasional dari pemerintah (2) masih rendahnya 

Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan KTM di lapangan,(3) sulitnya 

pemilikan atas hak tanah, (4)komunikasi dan listrik yang sering padam. sedangkan 

dari pihak masyarakat yaitu (1) pemilikan atas hak tanah (2)dan kurangnya 

kesadaran masyarakat atas program kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi. 

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatsi penyebab 

tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah dengan 

melakukan (1) sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, (2)penambahan 

tenaga operasional di lapangan, (3) penambahan dana untuk pelaknaan Kota 

terpadu Mandiri(4) perbaikan jaringan komunikasi dan listrik. Dengan adanya 

upaya-upaya yang dilkaukan ini diharapakan Kota terpadu Mandiri Di Kawasan 

Transmigrasi dapat berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan satu bagian utama dari alam dan lingkungan yang 

kompleks. Kegiatan-kegiatan seperti perkembangan penduduk dan perkembangan 

industri serta pembangunan daerah. Globalisasi harus dihadapi karena tidak 

mungkin dapat dihindari, dalam era globalisasi masalahnya bukan hanya sekedar 

berdaulat dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan kepribadian dalam bidang 

sosial budaya, tetapi juga harus unggul dalam persaingan global. Saat ini, di 

Indonesia tantangan terhadap kebudayaan kita datang dari perubahan global yang 

disebabkan oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dari 

tekad kita untuk menyelenggarakan industrialisasi dan perubahan sosial budaya. 

UU No.32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam rangka 

memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Pembangunan Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan 

berkelanjutan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan dengan penghematan 

penggunaan sumber daya dan pertimbangan jauh kedepan. Poespowardojo 

soerjanto (2004:36) Dengan kata lain,pembangunan memenuhi kebutuhan 

generasi mendatang. Laju pembangunan ditentukan oleh sumber daya manusia 

dan sumber daya alam. Antara pembangunan, sumber daya alam, dan sumber 

daya manusia terdapat hubungan yang timbal balik. 

1 



 2 

Seperti dalam pidato presiden RI pada sidang paripurna DPR tanggal 16 

Agustus 2006 yaitu : 

“Pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2006 antara lain 

menyatakan bahwa kebijakan pengurangan ketimpangan pembangunan 

wilyah salah satunya adalah dengan pengembangan Kota Terpadu Mandiri 

(KTM) dikawasan transmigasi, untuk membangkitkan sektor riil antara 

lain pertanian, perdangan dan industri pengolahan bahan baku.” 

 

 

Arief (2001:25) Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai negara 

kesatuan RI yang secara geografi memiliki beribu-ribu pulau, serta dengan jumlah 

penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang 

antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi tersebut apabila 

tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun 

kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan belum 

seimbang menyebabkan pembangunan nasional belum merata sehingga ada 

kecendrungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi semakin 

berkembang. Sebaliknya masih banyak daerah atau wilayah yang kurang 

berkembang dan menjadi semakin tertinggal. Oleh karena itu penyebaran 

penduduk yang berupa tenaga kerja produktif untuk mengelola sumber daya alam 

yang potensial perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi. 

Arief (2001:38) Program transmigrasi merupakan bagian integral dari 

program pembangunan nasional  yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan 

permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak 

lingkungan, pengarahan dan penempatan serta pembinaan pengembangan 

transmigrasi dan masyarakat sekitar dalam upaya mengurangi kesenjangan 

pembangunan antara daerah atau wilayah. Kebijakan transmigrasi ditempuh 
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pemerintah karena penyebaran penduduk dikawasan negara ini di anggap tidak 

seimbang. Ada daerah –daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang 

terlalu jarang. Sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan daerah beserta 

masyarakatnya tidak seperti yang diharapkan. 

Dalam Undang-undang No.29 tahun 1960 diatur tentang pokok-pokok 

penyelenggaraan transmigrasi  dan Undang-undang No. 5 tahun 1965 tentang 

gerakan nasional trasmigrasi. Maka pada tahun 1972 pemerintah dengan 

mencabut Undang-Undang sebelumnya kemudian menetapkan Undang-undang 

tentang ketentuan-ketemtuan pokok trasmigrasi yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketraansmigrasian pada bab 1 pasal 1 ayat 4 

yang berbunyi :“Bahwa wilayah pengembangan trasmigrasi  (WPT) adalah 

wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman 

transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.”Dalam pasal tersebut diformulasikan 

bahwa tansmigrasi adalah pemindahan dan atau perpindahan penduduk dari suatu 

daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah RI guna 

kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh 

pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang.kemudian dalam bab-bab berikutnya dikatakan bahwa sasaran kebijakan 

umum transmigrasi adalah untuk mencapai : 

a. Peningkatan taraf hidup yang lebih baik 

b. Pembangunan daerah 

c. Keseimbangan pentebaran penduduk 
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d. Pembangunan yang merata diseluruh Indonesia 

e. Kesatuan dan persatuan bangssa 

f.   Memperkuat pertahanan dan kemanan nasional. 

Dan dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah RI No. 129 tahun 2000 

tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan 

Penggabungan Daerah yang Efektif belaku sejak tanggal 13 Desember 2000. Hal 

ini menyebabkan semakin besarnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan 

pemerataan dalam bidang pembangunan( development). Oleh karena itu untuk 

mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali 

kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang, serta menarik 

minat kaum muda untuk ikut program transmigrasi, maka program transmigrasi 

dikemas dengan membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan 

transmigrasi. Kemudian pemerintah Daerah pun melihat bahwa Kecamatan 

Lunang Silaut mempunyai potensi yang  mendukung untuk dijadikan kota terpadu 

mandiri. 

Dengan dikeluarkanya surat Keputusan Bupati Nomor 214/2007 tentang 

Pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut. Kecamatan  Silaut 

merupakan salah satu Kecamatan  di Kabupaten Pesisir Selatan yang dijadikan 

Kota Terpadu Mandiri yang di mulai pada tahun 2007. Kecamata Silaut ini  

awalnya adalah daerah transmigasi. Alasan dijadikanya Kota Terpadu Mandiri di 

Kecamatan Silaut  karena daerah transmigrasinya sudah cukup maju, 

masyarakatnya sebagian besar petani dan akses jalan darat (lintas barat 

sumatera)yang kemudian dapat dijadikan Kota Terpadu Mandiri. bentuk dari 
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progran Kota Terpadu Mandiri diantaranya adalah pembanguan disegala aspek, 

misalnya jalan, pasar, tempat ibadah. 

Lilawati dalam (Sandjaja, 2009. http://mathedu-unila.blogspot.com)   

Program Kota Terpadu Mandiri dirancang secara holistik dan komprehensif 

layaknya membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan. Dengan 

dibangunya  KTM maka akan terjadi keselarasan  dan akselesari perekonomian 

pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan untuk 

mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu 

dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai strategi yang digunakan 

untuk mensejahterakan masyarakat. 

Lilawati dalam (Sandjaja, 2009. http://mathedu-unila.blogspot.com)   pada 

dasarnya, pembangunan dan perkembangan Kota Terpadu Mandiri dikawasan 

transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri 

yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para 

transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, 

sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan 

terbentuknya sentra-sentra agribisnis dan agroindustri dikawasan Kota Terpadu 

Mandiri maka diharapkan mampu meningkatkan kemudahan-kemudahan bagi 

para penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat. 

Dan pada akhirnya apabila proses tersebut berjalan dengan lancar maka dengan 

sendirinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Dimashandoko dalam (paradigma baru KTM, 2012 http://wordpress-

.blogspot.com). Program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah angka 

http://mathedu-unila/
http://mathedu-unila/
http://wordpress-/
http://wordpress-/
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kemiskinan dan mampu membuat masyarakat dapat lebih berdaya dalam sektor 

perekonomian dan mampu berdaya secara mandiri pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi maasyarakat miskin dan 

pengangguran akibat tidak adanya lapangan pekerjaan.Sementara itu efektivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan pemekaran dari progran Kota Terpadu Mandiri 

sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pelayanan kepada 

masyarakat, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, penggolahan 

potensi daerah, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Sedangkan kenyataan yang dirasakan masyarakat ternyata masih jauh dari harapan 

masyarakat. 

Hal ini terlihat dari masih rendahnya kinerja pemerintahan Kabupaten 

Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama 

maasyarakat yang berada di bagian barat Kecamatan Lunang Silaut, masih 

rendahnya pembinaan kehidupan berdemokrasi, pelakssanaan pembangunan yang 

tidak selesai dan terkesan terbengkalai, seperti akses jalan dan pusat pelayanan 

masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan gedung-gedung pemerintahan. . 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pelaksanaan Kota 

Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut dinilai sudah cukup baik oleh 

pemerintah tetapi tidak oleh masyrakat. Masih ada masyarakat yang belum 

meraskan manfaat dari adanya program Kota Terpadu Mandiri, terutama bagi 

masyarakat miskin yang tidak merasakan dampak positif dari adanya Kota 

Terpadu Mandiri. Selain itu, dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti 

jalan desa serta pembangunan-pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan 
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pelayan pubik lainya masih terbengkalai pembangunanya sejak tahun 2007. 

Padahal program Kota Terpadu Mandiri (KTM) ini sudah  berjalan cukup lama, 

dari observasi awal ini penulis juga ingin mengetahui apakah program Kota 

Terpadu Mandiri (KTM) sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria dalam 

melaksanakan pemekaran suatu daerah. 

Berdasarkan fenomena tersebut muncul pertanyaan apakah dalam 

pelaksaan progaram Kota Terpadu Mandiri tersebut telah sesuai dengan program 

pelaksanaan yang telah ditetapkan? Apakah prinsip-prinsip pelaksanaan Kota 

Terpadu Mandiri telah digunakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

program kebijakan Pemerintah? Berdasarkan paparan tersebut atau dari latar 

belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan membuat 

judul dari penelitian ini adalah “ PELAKSANAAN PEMEKARAN 

TRANSMIGRASI MENJADI KTM (KOTA TERPADU MANDIRI) DI 

KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas. 

Selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut masih belum 

optimal. 

b. Tujuan pelaksanaan program  Kota Terpadu Mandiri belum tercapai 

dengan baik. 
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c. Masih kurangnya Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih 

rendah mengenai hukum dan kebijakan. 

d. Masih rendahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 

pengembangan KTM yang dilakukan oleh Pemerintah. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan keterbatasan waktu, biaya, serta 

kemampuan peneliti. Maka untuk memperoleh data yang akurat serta sasaran 

dan tujuan yang akan dicapai maka peneliti maka peniliti membatasi 

masalahnya hanya pada: 

1) Pelaksanaan pemekaran Kota Terpadu Mandiri di pada kawasan 

Transmigrasi di Kecamatan Silaut. 

2) Faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri 

secara maksimal di Kecamatan Silaut. 

3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala 

pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut. 

 

D. Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah pelaksanaan Pemekaran Kota Terpadu mandiri pada 

kawasan Transmigrasi di Kecamatan Silaut 

2) Apa saja faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu 

Mandiri secara optimal di Kecamatan Silaut? 

3) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala 

pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut? 
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E. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak mengambang karena keterbatasan dari 

kemampuan penulis, maka penulis membatasi pembahasannya sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Pemekaran kawasan Transmigrasi menjadi kota Terpadu 

Mandiri di Kecamatan Silaut 

2) Faktor penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu 

Mandiri secara optimal di Kecamatan Silaut. 

3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi  faktor 

penyebab tidak terlaksananya Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan 

Silaut. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui pelaksanaan pemekaran Kota Terapdu Mandiri pada Kawasan 

Transmigrasi di Kecamatan Silaut. 

2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terlaksananya 

Kota Terpadu Mandiri secara optimal di Kecamatan Silaut. 

3) Mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk 

mengatasi kendala pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri di Kecamtan Silaut. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan 

konsep ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Sistem 

Pemerintah Daerah. 
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2.  Manfaat praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk 

lebih memahami tentang pemekaran transmigrasi menjadi Kota Terpadu 

Mandiri, pelaksanaanya, kendala-kendala, serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemekaran Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan 

Silaut ini berawal dari adanya kawasan transmigrasi. Kecamatan Silaut 

meliliki komoditas unggulan di bidang perkebunan kelapa sawit hal inilah 

yang menjadi alasan terbentuknya Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan 

Silaut. 

2. Faktor penyebab tidak berjalanya pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri 

(KTM). Faktor tersebut berasal dari pihak pmerintah dan dari pihak 

masyarakat. Dari pemerintah meliputi : kurangnya dana atau biaya 

operasional lapangan, kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) untuk 

pelaksanaan operasional di lapangan, sulitnya mendapatkan hak atas tanah 

yang akan dijadikan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan susahnya 

komunikasi serta listrik yang sering padam. Sedangkan dari pihak 

masyarakat meliputi : pemilikan hak tanah, dan kesadaran warga 

masyarakat yang rendah tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM). 

3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tidak 

terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri adalah dengan 

melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat. 
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B. SARAN 

1. Bagi Pemerintah daerah harus menyediakn dana Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Kota Terpadu Mandiri 

(KTM) yang dapat memberikan atau membantu jalanya program KTM  

sehingga dapat memberi hasil dan manfaat bagi masyarakat secara 

berkesinambungan. 

2. Agar program ini dapat ditangani lebih serius lagi supaya masyrakat bisa 

merasakan manfaat dari program Kota Terpadu Mandiri ini (KTM). 

3. Bagi masyarakat juga harus berfikir positif terhadap adanya suatu 

pembangunan dan harus lebih terbuka lagi dengan sautu perubahan. 
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